
BUPATI LAMONGAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 36 TAHUN 2021 

TENTANG 

SALINAN 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2020 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan 

gambaran umum kondisi daerah dan kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, . perlu 
mengubah Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dengan 
menetapkan kembali dalam Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
41), sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Uridang
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-U ndangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Peme:rintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
199); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4815); 

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 
ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
10); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancanagan 
Peraturan Daerah ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Dearah, Rencana 
Pembanguanan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan 
Renea Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 496); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 



5 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 
Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan 
J angka Menengah Daerah Provinsi J awa Timur 
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5/D); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Pembangunan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 
Nomor 1/E); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 
Tahun 2012 ten tang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2012 Nomor 1); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 
Tahun 2016 ten tang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2017 Nomor 14); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan 
Tahun 2018 Nomor 4). 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 
Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2039 
((Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 
Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3). 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2020 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 . 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 

2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 31) 
diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Lamongan. 

Ditetapkan di Lamongan 

pada tanggal 30 Juli 2021 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 30 Juli 2021 

Pj . SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN, 

ttd. 
ARIS MUKIYONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 
TAHUN 2021 NOMOR 36 

' , ' 

BUPATI LAMONGAN, 

ttd. 
YUHRONUR EFENDT 

.. ~ \ >-:~~ . ·:.:~ .'' 
_ :~,S; linan 's¢suai dengan aslinya 
( r · K~P,f\~l}\ BAGIAN HUKUM, 

·\"~' --~ 
. ...- / ... ~ 

( - .... .. . ~ 

'•J',:,:(uoko NURSIYANTO 
NIP. 19680114 198801 1 001 



1.1. Latar Belakang 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR TAHUN 2021 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI LAMONGAN NOMOR 31 TAHUN 2020 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Undang

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dokumen 

perencanaan tahunan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM), dan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan program strategis 

nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi 

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat serta dirumuskan secara sistematis, transparan, 

esponsive, efisien, efektif, akuntabel, terukur, terarah, terpadu, berkeadilan, dan berwawasan 

lingkungan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta 

mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah. 

Yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, meliputi : 

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 

2021 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2020 dari masing-masing kegiatan; 

2. Terjadinya perubahan asusmsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 

2021 terhadap kemampuan fiskal daerah; 

3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai; 

4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan 

daerah maupun kebijakan teknis lainnnya; 

5. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung 

peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

6. Kebutuhan melaksanakan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas 

sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan actual yang berkembang. 

Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 
Bab I - 1 



4. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan 

dunia usaha berkewajiban berperan serta melaksanakan program dan kegiatan dalam 

Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan tahun 2021 dengan sebaik-baiknya. Selain itu, 

masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan 

program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Lamongan. 

BUPATI LAMONGAN, 
ttd. 

YUHRONUR EFENDI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

JOKO .NURSIYANTO 
NI~. , W f>~0-114 198801 1 001 

/I ' ' 

Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 
Bab VI - 2 


